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Kata Pengantar 

Dengan mengucapkan puji syukur atas limpahan 

rahmat, taufik, dan hidayah Allah SWT sehingga 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(KLjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Donggala dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pengadilan 

Negeri Donggala diharapkan dapat menjadi suatu 

bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat 

memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan 

transparasi di lingkungan membantu peningkatan kinerja pada lingungan Pengadilan 

Negeri Donggala. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta secara 

teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja 

Pengadilan Negeri Donggala, diharakpan dapat terjadi optimalisasi peran 

kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh 

jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Donggala pada beberapa tahun selanjutnya, 

sehingga dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan dalam 

mewujudkan good governance dan clean government. 

Donggala, 30 Januari 2021 

Ketua, 

 

 

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil 

yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu 

adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis, sehingga bisa diperoleh 

gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir 

dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan 

pertanggungjawaban yang kemudian akan dievaluasi untuk memberikan umpan 

balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya. Salah satu laporan yang disusun 

untuk mengukur pencapaian sasaran strategis adalah Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan 

bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat diambil satu 

lagkah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam merealisasikan tujuan yang 

akan dicapai guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam 

dokumen Renstra. 

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkandalam mewujudkan 

Visi, Misi, dan Strategi suatu instansi pemerintah. Salah satu fondasi utama dalam 

menerapakan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam ranga 

menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas 

dengan melakukan klarifikasi output dan autcome yang akan dan seharusnya 

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

serta secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Donggala salah satu 

lembaga pemerintah yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi 

Tengah dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. wajib membuat dan 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun kerja 

dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun – tahun yang akan 

datang. Sasaran yang diharapkan dengan adanya laporan ini adalah untuk 

menjadikan Pengadilan Negeri Donggala akuntabel dalam melaksanakan 

aktivitas, responsif, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat dalam 

pelaksanaan penegakkan hukum, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan 

kredibilitas serta citra penegakkan hukum pada khususnya. 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Negeri Donggala merupakan pengadilan tingkat pertama yang 

berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang wilayah 

hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Donggala. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum ayat (2) 

disebutkan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pada ayat (50) 

disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Donggala bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 

tingkat pertama. Selain itu pengadilan juga dapat diserahi tugas berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksnya ruang lingkup tugas dan 

beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal 

penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan 

menurut jenisnya ke dalam administrasi kepananiteraan untuk pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi utama pengadilan, dan administrasi kesekretariatan. 

 

Adapun kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja 

Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut: 
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1. Kedudukan 

Pengadilan Negeri Donggala merupakan peradilan umum tingkat pertama yang 

berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang wilayah 

hukumnya adalah wilayah Kabupaten Donggala yang beralamat di Jl. Vatu Bala 

No 4 Kabupaten Donggala, yang dipimpin oleh seorang ketua/wakil ketua. 

2. Tugas Pokok 

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila. Tugas pokok badan peradilan termasuk di dalamnya 

Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 

1986 tentang Peradilan Umum yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat 

pertama. Bahwa selain tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Donggala juga 

dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta. 

Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan 

oleh Pengadilan Negeri Donggala, maka dalam hal penyelenggaraan 

administrasi pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke 

dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariat. Hal ini diperkuat 

dengan dikeluarkannya Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan, dimana untuk administrasi Kepaniteraan dibawahi oleh Panitera dan 

administrasi Kesekretariatan dibawahi oleh Sekretaris. Ketentuan tersebut 

dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi. 

Di lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi 

sebagai peradilan tingkat banding yang didukung oleh unit kepaniteraan dan 

kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas, sesuai dengan bidangnya 

yaitu pelaksanaan tugas pokok badan peradilan dalam hal menerima, 

memeriksa, mengadili perkara perdata, perkara pidana. Badan peradilan selain 

menyangkut tugas di  bidang proses peradilan, menyangkut pula tugas-tugas 
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yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan 

dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, 

biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan 

surat-surat lainnya, dan harus disimpan di ke paniteraan. 

3. Fungsi 

Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman 

mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap 

perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-

undang. 

Adapun fungsi pokok Pengadilan Negeri Donggala mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

- Fungsi Peradilan (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri 

Donggala. 

- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan baik menyangkut 

teknik yudisial, administrasi pengadilan, administrasi umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 

- Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan 

tugas Hakim, Panitera/ Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita 

Pengganti dan melakukan pengawasan atas bidang-bidang yang ada di 

Pengadilan Negeri Donggala serta pengawasan terhadap administrasi 

perkara, administrasi umum serta pembangunan. 

- Fungsi Mengatur, yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, 

apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik 

dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. 

- Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung 

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 
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Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan 

dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Hal 

tersebut akan terwujud bila didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari 

pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan dibawahnya. 

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik, perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab 

atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan benar. 

2. Membuat: 

a. Perencanaan (planning programming) dan pengorganisasian 

(organizing). 

b. Pelaksanaan (implementation dan executing). 

c. Pengawasan (evalution dan controlling). 

3. Melaksanakan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil serta bekerja 

sama dengan baik. 

4. Membagi dan menetapkan tugas tanggung jawab secara jelas dalam 

rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/ 

petugas yang bersangkutan. 

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi 

keuangan rutin dan pembangunan. 

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 

sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang- 

kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan. 

7. Membuat/ menyusun data tentang putusan-putusan perkara yang penting. 

8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim. 

10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 

memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan, baik bagi para Hakim 

maupun suluruh karyawan. 

11. Melakukan pembinaan dan pengawasan. 

12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian 
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untuk kepentingan peningkatan jabatan. 

13. Menyiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi. 

14. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti 

Kartini, IKAHI, Koperasi dan PTWP. 

15. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak 

hukum dan erjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat 

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta. 

16. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan 

menanggapinya bila dipandang perlu. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur pimpinan harus 

memperhatikan uraian tugas (job description) masing-masing yang diberikan 

kepadanya sebagaimana yang diuraikan berikut : 

a. Tugas Ketua Pengadilan Negeri 

Secara umum adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin 

penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan 

(administrasi perkara dan kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan 

lain yang diatur oleh peraturan/perundang-undangan yang berlaku. 

b. Tugas Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

Secara terperinci antara lain : 

1. Membagi Perkara Pidana. 

2. Menandatangani Surat penetapan Penahanan dan perpanjangan 

penahanan. 

3. Koordinator pengawasan dan pengaduan. 

c. Tugas Hakim 

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang 

ditetapkan kepadanya. 

2. Pelimpahan tugas atau wewenang Ketua Pengadilan Negeri lain 

yang diatur oleh peraturan/perundang-undangan yang berlaku. 

3. Mewakili Pimpinan sesuai penunjukan Ketua Pengadilan Negeri. 
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d. Tugas Panitera 

Tugas Pokok Panitera sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 adalah 

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi 

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara.Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kordinasi, 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian 

dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara 

Pidana dan Perkara Perdata, pelaksanaan administrasi keuangan dalam 

program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi 

kepaniteraan, pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Negeri Donggala 

dibantu oleh 3 (tiga) Panitera Muda yaitu: 

1. Panitera Muda Perdata. 

2. Panitera Muda Pidana. 

3. Panitera Muda Hukum 

e. Tugas Panitera Muda Perdata 

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

perkara di bidang perdata dan tugas lain berdasarkan peraturan yang 

berlaku. Dalam melaksanakan tugasnyaPanitera Muda Perdata 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara perdata. 

2. Pelaksanaan registrasi perkara. 

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri. 

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 

diputus dan diminutasi. 

5. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 



LKjIP Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020                                                                           8 
 

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. 

6. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

f. Tugas Panitera Muda Pidana 

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

perkara  di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda 

Pidana menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara pidana. 

2. Pelaksanaan registrasi perkara. 

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri. 

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 

diputus dan diminutasi. 

5. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. 

6. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

g. Tugas Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip 

perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda 

Hukum menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data 

perkara. 

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara. 

3. Pelasanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara; 

4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip 

perkara; 

5. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi. 
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6. Menerima perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

7. Membuat laporan bulanan, tiga bulanan, enam bulanan. 

8. Menyelenggarakan administrasi informasi dan pengaduan. 

9. Menyelenggarakan administrasi pengambilan sumpah advokat. 

10. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

h. Tugas Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti 

dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim 

dalam hal : 

1. Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis untuk didistribusikan 

kepada Hakim anggota. 

2. Mengetik putusan dan berita acara persidangan. 

3. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan 

Perdata. 

4. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

i. Sekretaris 

Tugas Sekretaris adalah melaksanakan/menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan yang meliputi penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, 

organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi 

dan statistik, pelaksanaan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah 

tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan 

perpustakaan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi 

dan dokumentasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub 

Bagian yaitu: 

1. Kasubag Perencanaan IT & Pelaporan 

2. Kasubag Umum dan Keuangan 

3. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana 
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Selain itu ada Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata 

Komputer, Bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada 

Sekretaris. 

C. Struktur Organisasi 

Peta kekuatan pegawai pada Pengadilan Negeri Donggala  selama tahun 

2020 yaitu sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 

berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan di dukung oleh 9 (sembilan) Tenaga Honorer 

yang terdiri dari Pramubakti, Sopir, dan Satpam. 

Pegawai yang berjumlah 30 (tiga puluh) tersebut terdiri dari tenaga teknis 

yudisial dan tenaga teknis non yudisial sebagaimana berikut: 

Tenaga Teknis Yudisial terdiri dari: 

Ketua Pengadilan  : 1 orang 

Wakil Ketua Pengadilan : 1 orang 

Hakim    : 10 orang 

Panitera   : 1 orang 

Panitera Muda  : 3 orang 

Panitera Pengganti  : 6 orang 

Jurusita   : 1 orang 

Jurusita Pengganti  : 2 orang 

 

Tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari: 

Sekretaris   : 1 orang 

Kasubbag   : 3 orang 

Bendahara   : 1 orang 

 

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Donggala secara 

lengkap disajikan sebagaimana berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI DONGGALA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

K  E  T  U  A 
LALU MOH. SANDI IRAMAYA,S.H. 

WAKIL KETUA 
NI KADEK SUSANTIANI, SH, MH 

 

HAKIM 

1. ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H 

2. AHMAD GAZALI,S.H. 

3. MUHAMMAD TAOFIK,S.H. 

4. SULAEMAN,S.H. 

5. ARMAWAN,S.H. 

6. MARZHA TWEEDO DIKKY 
PAARAHANUGERAH, S.H. 

7. ANDI AULIA RAHMAN,S.H. 

8. VINCENCIUS FASCHA ADHY 
KUSUMA,S.H 

9. DANANG PRABOWO JATI,S.H. 

10. ARZAN RASHIF 
RAKHWADA,S.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dalam ketentuan Pasal 1 (2)  

KELOMPOK FUNGSIONAL 
KEPANITERAAN 

PANITERA PENGGANTI  

1. MARYANTO MANTONG PASOLANG ,SH.,M.H. 
2. FRANGKY ANTONI P,S.H. 
3. JEFRIANTON,S.H. 
4. M SOFYAN APRIANTO MANSYUR,S.H 
5. LINDA LILY SURYANI,S.H.,M.H. 
6. MEILY,S.E.,S.H. 
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 
1. REMON BANDUKA 
2. SAHLAN HS 
3. ILHAM 

 

PANITERA MUDA 
PERDATA 

ABDUL KADIR M.DJEN 
ABBAS, S.H 

P A N I T E R A 
JOHASANG, SH.,M.H. 

 

KASUBAG 
PERENCANAAN 

IT & PELAPORAN 
ELFRIDA SHINTA ULI,S.H 

PANITERA MUDA 
PIDANA 

MUHAMMAD TASLIM 
THAHIR,S.H 

PANITERA MUDA 
HUKUM 

ABDULAH 
JUNAEDI,S.H 

Keterangan : 

-----  : Garis Koordinasi 

         : Garis Komando 

S E K R E T A R I S 
NURHADIYANTO,S.T. 

 

KASUBAG UMUM & 
KEUANGAN 

MUNTARI TRI 
RISTIJAYANTI,S.E 

KELOMPOK FUNGSIONAL 
KESEKRETARIATAN 

1.     RYAN RUDINI, AMd 
(BENDAHARA PENGELUARAN) 

 
 

KASUBAG 
KEPEGAWAIAN  

ORGANISASI DAN 
TATALAKSANA 
RAHMAH,S.Kom 
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D. Permasalah Utama (Strategic Issues) 

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya, Pengadilan 

Negeri Donggala masih dihadapkan kinerja pengadilan. Untuk menghadapi 

beberapa permasalahan utama (strategic issues) yang dikonstruksikan ke dalam 

2 (dua) aspek, yaitu: 

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban 

Strategic Issues yang berkaitan dengan pelaksanan kewenangan dan 

kewajiban Pengadilan Negeri Donggala antara lain : 

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya 

ringan. 

Bagi Pengadilan Negeri Donggala, memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad 

yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas 

penanganan perkara, Pengadilan Negeri Donggala senantiasa 

mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, 

dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan 

dengan penerapan aplikasi SIPP, aplikasi PN Donggala JOS 

(Justice ElektrOnik & InformaSi), dan e-P3PK (Penahanan, 

Penggeledahan, Penyitaan untuk Penyidik & Kejaksaan), 

sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan 

waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip 

sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau 

hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh 

masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang 

berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari 

keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). 

b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan. 

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat 

menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap 

masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan 

haruslah menjadi perhatian. PN Donggala telah berupaya untuk 

menyebarkan informasi melalui website, Facebook, dan Instagram. 
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Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, masih 

terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur 

dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Donggala 

sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan 

putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara online 

melalui aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung. 

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi 

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Donggala relatif 

dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan 

dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas 

sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada 

pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat 

intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi 

pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul 

di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka 

hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 

yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. 

 

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan 

Strategic Issues yang berkaitan dengan pelaksanan kelembagaan 

Pengadilan Negeri Donggala antara lain: 

a. Membangun, menata dan memperkuat organisasi yang 

Independen, Efektif dan Efisien. 

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Donggala didukung oleh 

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh 

karyawan Pengadilan Negeri Donggala. Keberadaan elemen-

elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, 

masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian 

diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat 



LKjIP Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020                                                                           14 
 

dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen 

kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Negara. Selain 

berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan 

Negeri Negara pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada 

SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi 

keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk 

berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam 

rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi. 

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis 

Kompetensi. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk 

menggerakan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia 

merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, 

terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap 

berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan 

sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki 

kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka 

Pengadilan Negeri Donggala dituntut untuk tetap mengoptimalkan 

sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume 

kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan 

pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan 

mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang 

diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.   
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus 

diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang 

berkesinambungan, dengan memperhatikan: 

a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas. 

b. Sumber daya manusia yang tersedia. 

c. Kemampuan anggaran. 

d. Kesinambungan program. 

e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan 

sasaran program. 

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh 

instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta 

tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih 

dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang 

dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai 

sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan 

tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya 

pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari 

keadilan. 

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya 

tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekat untuk meningkatkan kwalitas 

pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk 

melaksanakan itu Pengadilan Negeri Donggala telah menetapkan sasaran/keluaran 

kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum 

dalam Rencana Strategis (Renstra). 
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A. Visi dan Misi 

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas 

pokok dan fungsi. Visi Pengadilan Negeri Donggala mengacu pada Visi 

Mahkamah Agung yaitu: 

 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Donggala menetapkan Misi 

yang sejalan dengan Misi Mahkamah Agung R.I yaitu: 

 

 

B. Tujuan dan Sasaran Strategis 

• Tujuan 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024). Tujuan tersebut 

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi yang diemban oleh 

Pengadilan Negeri Donggala serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Pengadilan Negeri Donggala 

menetapkan tujuan sebagaimana yang telah dimuat dalam dokumen RENSTRA 

2020-2024 sebagai berikut: 

1) Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, 

transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Negeri Donggala; 

2) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel untuk mewujudkan layanan prima pada Pengadilan Negeri 

Donggala. 

 

Terwujudnya Pengadilan Negeri Donggala Yang Agung 

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan 

kepada Pencari Keadilan; 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan 

Negeri Donggala; 

4. Meningkatkan Kredibilitas & Transparansi di Pengadilan 

Negeri Donggala 



LKjIP Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020                                                                           17 
 

• Sasaran Strategis 

Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

Pengadilan Negeri Donggala dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur 

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, 

dirancang pula indikator sasaran. 

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Donggala 

adalah sebagai berikut: 

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

5) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran. 

 

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Berdasarkan   Keputusan   Ketua   Mahkamah   Agung   Republik   Indonesia   

Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu 

Indikator Kinerja Utama, maka   Rencana Strategis Pengadilan Negeri Donggala 

disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri 

Donggala di bawah ini: 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a.  Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan: 

-  Pidana 

-  Perdata 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu: 

-  Pidana 

-  Perdata 

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara: 

-  Pidana 

-  Perdata 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan Upaya Hukum: 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

• Banding 

• Kasasi 

• PK  

-  Pidana 

-  Perdata 

e. Persentase perkara pidana anak yang 
diselesaikan dengan Diversi. 

f. Index Responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan. 

2. Terwujudnya 
Peningkatan Effektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara. 

a.  Persentase Penyelesaian Minutasi 
perkara sesuai dengan jangka waktu yang 
ditentukan 

b.  Persentase Isi Putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu. 

c. Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi. 

d. Persentase Putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang dapat 
diakses secara on line dalam waktu 1 hari 
setelah di putus: 

3. Terwujudnya peningkatan 
akses peradilan bagi 
masyarakat  miskin dan 
terpinggirkan. 

a.  Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

b. Persentase perkara yang dislesaikan di 
luar Gedung Pengadilan 

c. Persentase pencari keadilan Golongan 
Tertentu yang mendapat layanan bantuan 
hukum (Posbakum) 

4. Terwujudnya 
Peningkatan Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase putusan perkara yang ditindak 
lanjuti (di eksekusi) 

5. Terwujudnya pengelolaan 
anggaran yang efektif, 
efisien, transparan dan 
akuntabel. 

Persentase penyerapan anggaran  

- DIPA – 01 

- DIPA – 03 
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D. Tujuan Strategis 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan rangka mencapai visi dan misi pada 

Pengadilan Negeri Donggala dengan mempertimbangkan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Donggala adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Meningkatkan effektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

5. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel; 

 

E. Sasaran Strategis 

Berdasarkan   Keputusan   Ketua   Mahkamah   Agung   Republik   Indonesia   

Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu 

Indikator Kinerja Utama, maka   Rencana Strategis Pengadilan Negeri Donggala  

disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan 

Ketua MA RI di atas. 

Dengan dirumuskannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Donggala akan dapat 

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk memenuhi visi dan 

misinya dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 serta untuk mengukur sejauh mana 

visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan 

berdasarkan visi misi yang ditetapkan. 

 

F. Matriks Rencana Kinerja PN Donggala Tahun 2020 

Matriks Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS  TAHUN 2020 – 2024 
PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

 
 

No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 
Indikator 
Kegiatan 

Target Keterangan 

1. Mewujudkan 
proses 
peradilan yang 
pasti, 
transparan dan 
akuntabel. 

Persentase 
pencari 
keadilan yang 
puas terhadap 
proses dan 
layanan 
peradilan. 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

85% Terwujudnya 
Proses 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel 

a.  Persentase 
sisa perkara 
yang 
diselesaikan: 

          Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Perkara 
Peradilan 
Umum yang 
diselesaikan 
di tingkat 
pertama yang 
tepat waktu 

Persentase 
Perkara Yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97%   

•  Pidana 100% 100% 100% 100% 100% 

•  Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 

b.  Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu: 

          

•  Pidana 90% 90% 95% 95% 97% 

•  Perdata 90% 92,50
% 

92,50
% 

95% 95% 

c.  Persentase 
penurunan sisa 
perkara: 

          

•  Pidana 10% 10% 15% 15% 20% 

•  Perdata 15% 15% 20% 20% 25% 

d.  Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
Upaya Hukum: 

          

·    Banding 

·    Kasasi 

·    PK 

•  Pidana 80% 85% 85% 90% 90% 

•  Perdata 85% 85% 90% 90% 90% 
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No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 
Indikator 
Kegiatan 

Target Keterangan 

e.  Persentase 
perkara pidana 
anak yang 
diselesaikan 
dengan Diversi 

10% 10% 15% 15% 20% 

f.   Index 
Responden 
pencari 
keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan 

85% 85% 85% 90% 90% 

2. Meningkatkan 
Effektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

90% Terwujudnya 
Peningkatan 
Effektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a.  Persentase 
Penyelesaian 
Minutasi 
perkara sesuai 
dengan jangka 
waktu yang 
ditentukan 

95% 95% 100% 100% 100% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Perkara 
Peradilan 

Umum yang 
diselesaikan 

di tingkat 
pertama yang 
tepat waktu 

Persentase 
Perkara Yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97%   

b.  Persentase 
Isi Putusan 
yang diterima 
oleh para pihak 
tepat waktu . 

90% 90% 95% 95% 100% 

c.  Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui Mediasi 

10% 10% 10% 15% 15% 
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No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 
Indikator 
Kegiatan 

Target Keterangan 

          d. Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses secara 
online dalam 
waktu 1 hari 
setelah diputus 

100% 100% 100% 100% 100%           

3. Meningkatnya 
Akses Peradilan 
Bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase 
pencari 
keadilan 
golongan 
tertentu yang 
mendapat 
layanan 
Posbakum 

100% Terwujudnya 
peningkatan 
akses 
peradilan bagi 
masyarakat  
miskin dan 
terpinggirkan 

a.  Persentase 
perkara prodeo 
yang 
diselesaikan  

100% 100% 100% 100% 100% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Perkara 
Peradilan 

Umum Yang 
Diselesaikan 

Melalui 
Pembebasan 

Biaya 
Perkara 

Persentase 
perkara Prodeo 
Yg Diselesaikan 

100% - 

b.  Persentase 
perkara yang 
dislesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100%   Persentase 
Perkara yg 

diselesaikan di 
luar gedung 
pengadilan 

100% - 

c.  Persentase 
pencari 
keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
mendapat 
layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% Pos Bantuan 
Hukum 

Persentase 
pencari 

keadilan Gol. 
Tertentu yg 
mendapat 
layanan 

bantuan hukum 
(Posbakum) 

100%   
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No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 
Indikator 
Kegiatan 

Target Keterangan 

4. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase 
putusan 
perkara yang 
ditindak lanjuti 
(di eksekusi) 

87,50%  Terwujudnya 
Peningkatan 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase 
putusan 
perkara yang 
ditindak lanjuti 
(di eksekusi) 

90% 90% 95% 95% 95% Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Persentase 
perkara Perdata 

yang di 
eksekusi 

85%   

5. Meningkatnya 
pengelolaan 
anggaran yang 
efektif, efisien, 
transparan dan 
akuntabel 

Persentase 
penyerapan 
anggaran DIPA 

97% Terwujudnya 
pengelolaan 
anggaran 
yang efektif, 
efisien, 
transparan 
dan 
akuntabel 

Persentase 
penyerapan 
anggaran DIPA 
01 & 03 

95% 95% 97% 97% 97% 1. Prog 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum; 

  Persentase 
penyerapan 
anggaran DIPA 
01 & 03 

95%   

2. Prog Duk 
Manjmen & 
Pelak. Tugas 
Teknis Lainnya 
MA; 

3. Prog 
Peningkatan 
Sarana & 
Prasarana 
Aparatur MA 
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Untuk mewujudkan visi dan misi  serta sasaran strategis, maka Pengadilan 

Negeri Donggala memiliki program sebagai berikut: 

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Mahkamah Agung.  

Dukungan manajemen yang memadai akan menentukan kualitas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula 

halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok 

pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak 

dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada 

masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan 

tugasnya harus didukung manajemen yang memadai sesuai kebutuhan 

yang diperlukan.  

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. 

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi dalam menegakan hukum serta melaksanakan tugas 

lainnya. Sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak yang harus 

dipenuhi agar tugas pokok dan fungsi serta tujuan strategis dapat tercapai. 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan 

bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja 

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok pengadilan dalam menangani perkara. Maka 

dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dalam 

pelaksanaan tugas teknis khususnya dalam penanganan perkara agar 

perkara dapat diselesaikan secara sederhana dan tepat waktu. 

 

G. Rencana Kinerja  PN Donggala Tahun 2020 

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020, adalah sebagai 

berikut: 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

TAHUN 2020 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target 
Anggaran 

(Rp.) 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel 

a.  Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan : 
 Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Perkara Peradilan Umum yang 

diselesaikan di tingkat pertama yang 

tepat waktu 

Persentase Perkara Yang 

diselesaikan tepat waktu 
       85 % Rp. 72.360.000 

- Perdata 100% 

- Pidana 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu : 
 

- Pidana 85 % 

- Perdata 85 % 

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :  

- Pidana 30% 

- Perdata 30% 

d.  Persentase perkara yang tidak 

mengajukan Upaya Hukum : 

• Banding 

• Kasasi 

• PK  

 

- Pidana 60% 

- Perdata 75% 

e. Persentase perkara pidana anak yang 

diselesaikan dengan Diversi. 
 

20% 

f. Index Responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan. 
 

75% 

 

 



LKjIP Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020                                                                           26 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target 
Anggaran 

(Rp.) 

2. Terwujudnya Peningkatan 

Effektifitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara. 

a.  Persentase Isi Putusan yang diterima 

oleh para pihak tepat waktu. 
90% Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Perkara Peradilan Umum yang 

diselesaikan di tingkat pertama yang 

tepat waktu 

Persentase Perkara Yang 

diselesaikan tepat waktu 
   85 % Rp. 72.360.000 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui Mediasi. 
5% 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan 

Banding, Kasasi dan PK secara lengkap 

dan tepat waktu : 

 

- Pidana 90% 

- Perdata 90% 

d.  Persentase Putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara on line dalam 

waktu 1 hari setelah di putus : 

  

 

- Pidana 80% 

- Perdata 80% 

3. Terwujudnya peningkatan akses 

peradilan bagi masyarakat  

miskin dan terpinggirkan. 

 

 

 

 

 

a.  Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 
100% Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
Perkara Peradilan Umum Yang 

Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya 

Perkara  

Persentase Perkara Prodeo Yg 

Diselesaikan 

100 %  

b. Persentase perkara yang dislesaikan di 

luar Gedung Pengadilan 
100%  Persentase Perkara yg 

diselesaikan di luar gedung 

pengadilan 

100%  

c. Persentase pencari keadilan Golongan 

Tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

100% Pos Bantuan Hukum  Persentase pencari keadilan 

Gol. Tertentu yg mendapat 

layanan bantuan hukum 

(Posbakum) 

100% 22.000.000 

4.   Terwujudnya Peningkatan 

Kepatuhan Terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase putusan perkara yang 

ditindak lanjuti (di eksekusi) 

85 % Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 
 Persentase putusan 

perkara yang ditindak lanjuti 

(di eksekusi) 

85 %  

 

 

 



LKjIP Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020                                                                           27 
 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target 
Anggaran 

(Rp.) 

5.   Terwujudnya pengelolaan anggaran 

yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel. 

Persentase penyerapan anggaran DIPA 

01 & 03 

96 % 1). Prog Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum; 

2) Prog Duk Manjmen & Pelak. 

Tugas Teknis Lainnya MA; 

3). Prog Peningkatan Sarana & 

Prasarana Aparatur MA 

 Persentase penyerapan 

anggaran DIPA 01 & 03 

96% DIPA 03 = 

Rp 94.360.000 

 

DIPA 01 = 

Rp 12.579.449.000 
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H. Perjanjian Kinerja 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020 Penyusunan Penetapan Kinerja ini 

didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi 

Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapkan 

Kinerja tahun 2020 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah 

Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran  tahun 2020. 

 

Sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai Pengadilan 

Negeri Donggala tahun 2019 dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 

adalah sebagai berikut: 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN  2020 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a.  Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan: 

  

-  Pidana 100% 

-  Perdata 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu: 

  

-  Pidana 90% 

-  Perdata 90% 

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:   

-  Pidana 10% 

-  Perdata 15% 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan Upaya Hukum: 

  

• Banding 

• Kasasi 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

• PK  

-  Pidana 80% 

-  Perdata 85% 

e. Persentase perkara pidana anak yang 
diselesaikan dengan Diversi. 

10% 

f. Index Responden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan. 

85% 

2. Terwujudnya 
Peningkatan 
Effektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara. 

a.  Persentase Penyelesaian Minutasi 
perkara sesuai dengan jangka waktu yang 
ditentukan 

95% 

b.  Persentase Isi Putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat waktu. 

90% 

c. Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi. 

10% 

d. Persentase Putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 hari 
setelah di putus: 

100% 

3. Terwujudnya 
peningkatan akses 
peradilan bagi 
masyarakat  miskin 
dan terpinggirkan. 

a.  Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang dislesaikan di 
luar Gedung Pengadilan 

100% 

c. Persentase pencari keadilan Golongan 
Tertentu yang mendapat layanan bantuan 
hukum (Posbakum) 

100% 

4. Terwujudnya 
Peningkatan 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase putusan perkara yang ditindak 
lanjuti (di eksekusi) 

90% 

5. Terwujudnya 
pengelolaan anggaran 
yang efektif, efisien, 
transparan dan 
akuntabel. 

Persentase penyerapan anggaran    

- DIPA – 01 
95,00% 

- DIPA – 03 

    

 

 

Kegiatan: 

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan 

administrasi  sebesar Rp 4.670.734.000,- 

2. Pengadaan Peralatan dan mesin sebesar Rp 561.000.000,-  
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3. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 7.347.715.000,- 

4. Penyelesaian perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat 

pertama dan banding yang tepat waktu sebesar Rp 94.360.000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target 

rencana pencapaian  indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat 

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus yang digunakan 

adalah: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 (%) =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 

Data realisasi adalah data hasil analisis yang dikumpulkan dari sumber data 

laporan bulanan dan laporan tahunan.  

Secara umum di tahun 2020, terdapat keberhasilan pencapaian target, namun 

terdapat pula yang belum memenuhi target. Dengan terukurnya pencapaian 

kinerja, maka Pengadilan Negeri Donggala akan segera melakukan evaluasi 

untuk menentukan langkah-langkah yang harus di tempuh agar target-target yang 

belum terpenuhi dapat terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Uraian 

pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Donggala tahun 2020  terurai pada table  

berikut  ini: 
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PENGUKURAN  KINERJA 

 

Unit Kerja : PENGADILAN  NEGERI DONGGALA 

Tahun : 2020 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a.  Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan: 

      

-  Pidana 100% 100% 100% 

-  Perdata 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan tepat 
waktu: 

      

-  Pidana 90% 100% 111,11% 

-  Perdata 90% 87,32% 97,02% 

c. Persentase Penurunan 
Sisa Perkara: 

      

-  Pidana 10% -10,00% -100,00% 

-  Perdata 15% 0% 0% 

d. Persentase perkara 
yang tidak mengajukan 
Upaya Hukum: 

      

• Banding 

• Kasasi 

• PK  

-  Pidana 80% 93,01% 116,26% 

-  Perdata 85% 95,45% 112,29% 

e. Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan dengan 
Diversi. 

10% 0% 0% 

f. Index Responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan. 

85% 93,85% 110,41% 

2. Terwujudnya 
Peningkatan 
Effektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara. 

a.  Persentase 
Penyelesaian Minutasi 
perkara sesuai dengan 
jangka waktu yang 
ditentukan 

95% 100,00% 105,26% 

b.  Persentase Isi 
Putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat 
waktu. 

90% 100,00% 111,11% 
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Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

c. Persentase perkara 
yang diselesaikan melalui 
Mediasi. 

10% 27,78% 277,80% 

d. Persentase Putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah di 
putus: 

100% 100% 100% 

3. Terwujudnya 
peningkatan 
akses peradilan 
bagi masyarakat  
miskin dan 
terpinggirkan. 

a.  Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100% 0% 0% 

b. Persentase perkara 
yang dislesaikan di luar 
Gedung Pengadilan 

100% 0% 0% 

c. Persentase pencari 
keadilan Golongan 
Tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 

4. Terwujudnya 
Peningkatan 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara yang ditindak 
lanjuti (di eksekusi) 

90% 100% 111,11% 

5. Terwujudnya 
pengelolaan 
anggaran yang 
efektif, efisien, 
transparan dan 
akuntabel. 

Persentase penyerapan 
anggaran  

  
    

- DIPA – 01 
95,00% 99,10% 104,32% 

- DIPA – 03 

        

 

 

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020 mengacu pada 

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri 

Donggala telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, 

diuraikan sebagai berikut: 
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1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel. 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses penyelenggaraan 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran strategis ini, meliputi 5 

(lima) indikator kinerja seperti pada tabel berikut: 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a.  Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan: 

      

-  Pidana 100% 100% 100% 

-  Perdata 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu: 

      

-  Pidana 90% 100% 111,11% 

-  Perdata 90% 87,32% 97,02% 

c. Persentase 
Penurunan Sisa 
Perkara: 

      

-  Pidana 10% -10,00% -100,00% 

-  Perdata 15% 0% 0% 

d. Persentase perkara 
yang tidak mengajukan 
Upaya Hukum: 

      

• Banding 

• Kasasi 

• PK  

-  Pidana 80% 93,01% 116,26% 

-  Perdata 85% 95,45% 112,29% 

e. Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan dengan 
Diversi. 

10% 0% 0% 

f. Index Responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan. 

85% 93,85% 110,41% 
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Analisis  Pengukuran  Indikator  Kinerja : 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 

% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 

1) Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2020: 

No 
Jenis Perkara 

Pidana 

Sisa Perkara 

Pidana 

(Sisa Perkara 

Tahun 2019) 

Putus 

Tahun 

2020 

% 

Penyelesaian 

Sisa Perkara 

1 Pidana Biasa 50 50 100%        

2 Pidana Anak 2 2 100% 

3 Pidana Singkat - - - 

4 

Pidana 

Cepat/Ringan/Lalu

-lintas 

- - - 

Jumlah 52 52 100% 

 

2) Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Tahun 2020: 

No 
Jenis Perkara 

Perdata 

Sisa Perkara 

Perdata (Sisa 

Perkara 

Tahun 2019) 

Putus 

Tahun 

2020 

% 

Penyelesaian 

Sisa Perkara 

1 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
4 4 100% 

2 
Perdata 

Permohonan 
- - - 

3 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
11 11 100% 

4 
Perdata 

Konsinyinasi 
- - - 

Jumlah 15 15 100% 
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Berdasarkan tabel di atas maka di Pengadilan Negeri Donggala, sisa perkara 

tahun sebelumnya selalu diselesaikan pada tahun berikutnya. Sisa perkara 

tahun sebelumnya tersebut merupakan perkara yang dilimpahkan oleh JPU 

dan atau yang ajukan permohonannya menjelang akhir tahun, sehingga tidak 

memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun tersebut. 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dihitung berdasarkan 

rumus :     

% 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100% 

1) Persentase Perkara Pidana Tahun 2020 yang diselesaikan tepat waktu: 

No. Jenis Perkara Pidana 

Perkara 

Putus Tahun 

2020 

Putus 

Tepat 

Waktu 

% 

Penyelesaian 

Perkara Tepat 

Waktu 

1 Pidana Biasa/Anak 385/30 385/30 100% 

2 Pidana Ringan - - - 

3 Pidana Cepat/Tilang 2071 2071 100% 

Jumlah 2486 2486 100% 

 

2) Persentase Perkara Perdata Tahun 2020 yang diselesaikan tepat waktu: 

No. 
Jenis Perkara 

Perdata 

Perkara 

Putus Tahun 

2020 

Putus 

Tepat 

Waktu 

% 

Penyelesaian 

Perkara Tepat 

Waktu 

1 
Perdata Gugatan/ 

Sederhana 
39/15 30/15 100% 

2 
Perdata 

Permohonan 
17 17 100% 

Jumlah 71 62 87,32% 
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Dalam menyelesaikan perkara, pimpinan Pengadilan Negeri Donggala selalu 

melakukan pengawasan melekat dalam hal penyelesaian perkara sampai 

dengan tahap minutasi. Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan harus 

diselesaikan agar penanganan perkara lebih effektif dan effisien. Oleh 

karenanya Ketua/Wakil Ketua selalu memberikan peringatan dan teguran jika 

ada perkara yang berpotensi tidak akan selesai dalam kurun waktu 5 bulan.  

c. Persentase Penurunan Sisa perkara. 

Persentase  penurunan sisa perkara, dihitung berdasarkan rumus :   

% 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 =  
𝑇𝑛. 1 − 𝑇𝑛

𝑇𝑛. 1
 𝑥 100% 

Keterangan : 

Tn  =  Sisa Perkara Tahun Berjalan 

Tn.1 = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya 

 

1) Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Tahun 2020 dan Tahun 

2019. 

No. 
Jenis Perkara 

Pidana 

Sisa 

Perkara 

Tahun 2020 

Sisa 

Perkara 

Tahun 

2019 

% Penurunan 

Sisa Perkara 

1 Pidana Biasa/Anak 55 50 -10% 

2 Pidana Ringan - - - 

3 Pidana Cepat / Tilang - - - 

Jumlah 55 50 -10% 
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2) Persentase Penurunan Sisa Perdata Tahun 2020 dan Tahun 2019. 

No. 
Jenis Perkara 

Perdata 

Sisa 

Perkara 

Tahun 

2020 

Sisa 

Perkara 

Tahun 

2019 

% 

Penurunan 

Sisa Perkara 

1 
Perdata Gugatan/ 

Sederhana 
11 11 0% 

2 Perdata Permohonan - - - 

Jumlah 11 11 0% 

 

Berdasarkan tabel di atas penurunan sisa perkara tahun 2020, terutama untuk 

perkara pidana, belum memenuhi target disebabkan karena adanya perkara 

masuk menjelang akhir tahun, di mana Pengadilan Negeri Donggala tidak 

dapat menghalangi pencari keadilan/JPU untuk mengajukan perkara di 

Pengadilan Negeri Donggala. Hal tersebut yang menyebabkan jumlah sisa 

perkara Tahun 2020 khususnya perkara pidana menjadi lebih besar dari tahun 

2019. Dengan kata lain sisa perkara pidana tahun 2020 tidak mengalami 

penurunan, melainkan mengalami kenaikan sisa perkara dari tahun 

2019. 

Sedangkan perkara perdata mengalami kondisi yang stabil dalam jumlah sisa 

perkara, yang berarti sisa perkara perdata pada tahun 2019 dan 2020 

berjumlah sama. 

 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. 

Persentase  perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dihitung 

berdasarkan rumus:   

% 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎
 𝑥 100% 

 

 

 

 



LKjIP Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020                                                                           39 
 

1) Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Tahun 2020. 

No. 
Jenis Perkara 

Pidana 

Jumlah 

Putusan 

Tahun 2020 

Yg 

Ajukan 

Upaya 

Hukum 

Yg Tdk 

Ajukan 

Upaya 

Hukum 

% Perkara 

Yg Tdk 

Ajukan 

Upaya 

Hukum 

1 
Pidana 

Biasa/Anak 
385/30 27/2 358/28 93,01% 

2 Pidana Ringan - - -  

      

Jumlah 415 29 386 93,01% 

 

2) Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Tahun 2020. 

No. 
Jenis Perkara 

Perdata 

Jumlah 

Putusan 

Tahun 2020 

Yg 

Ajukan 

Upaya 

Hukum 

Yg Tdk 

Ajukan 

Upaya 

Hukum 

% Perkara 

Yg Tdk 

Ajukan 

Upaya 

Hukum 

1 

Perdata 

Gugatan/ 

Sederhana 

39/15 4/0 35/15 92,59% 

2 
Perdata 

Permohonan 
17 0 17 100% 

      

Jumlah 71 4 67 94,36% 

 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mencapai bahkan 

melebihi target karena Para Hakim Pengadilan Negeri Donggala berupaya 

maksimal untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada masyarakat 

pencari keadilan. 
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e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi. 

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑘
 𝑥 100% 

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 

2020. 

No. 
Jenis Perkara 

Pidana 

Jumlah 

Perkara 

Pidana Anak  

Yg 

Diselesaikan 

Melalui 

Diversi 

% Perkara Pidana 

Anak Yg 

Diselesaikan 

Melalui Diversi 

1 Pidana  Anak 30 0 0% 

     

Jumlah 30 0 0% 

 

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2020 jumlah perkara anak sebanyak 

29. Sebelumnya ditambah dengan 1 perkara anak sisa tahun 2019. Dari 

perkara tersebut yang putus 30 perkara dan tidak ada perkara yang berhasil 

diselesaikan dengan cara diversi. Dalam menyelesaikan perkara pidana anak, 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala selalu berupaya agar 

permasalahannya dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan atau 

melalui diversi. 

Hal tersebut disebabkan oleh pasal yang dikenakan kepada anak tersebut 

tidak memungkinkan untuk dilakukan diversi. 

 

f. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan 

Pengadilan. 

Indikator Kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap 

layanan yang diberikan di Pengadilan Negeri Donggala. Pengukuran Index 
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Kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan dilaksanakan dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ruang 

lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi: 

1. Persyaratan 

Yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan 

2. Prosedur 

Kemudahan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Donggala 

yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

3. Waktu Pelayanan 

Yaitu kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan 

4. Biaya/Tarif 

Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan 

5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 

Yaitu kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam 

standar pelayanan dengan hasil yang diberikan 

6. Kompetensi Pelaksana 

Meliputi kemampuan petugas layanan dalam memberikan pelayanan 

7. Perilaku Pelaksana 

Yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan 

dan keramahan 

8. Sarana dan Prasarana 

Yaitu kualitas sarana dan prasarana 

9. Penanganan pengaduan pengguna layanan. 

Survei Kepuasan masyarakat ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu 

pada bulan Juli 2020 dan bulan Januari 2021 yang dilakukan dengan cara 

Pengumpulan Data Survei melalui penyebaran kuisioner terhadap 

masyarakat pengguna Pengadilan (Pengunjung pada Pengadilan Negeri 

Donggala) dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Adapun 

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri 

Donggala dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 
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1. Menyusun instrument survei berupa kuisioner 

2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel 

3. Menentukan responden 

4. Melaksanakan survei 

5. Mengelola hasil survei 

Dilihat dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 

Kepaniteraan Hukum pada semester II Tahun 2020, diperoleh nilai IKM 93,85 

(Sangat Baik). Sedangkan Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Donggala 

pada Tahun 2020 adalah 85%. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

terhadap masing-masing unsur layanan di Pengadilan Negeri Donggala sebagai 

berikut: 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-Masing Unsur Layanan 

Pada Pengadilan Negeri Donggala Semester II Tahun 2020 

No Unsur Pelayanan 
Jumlah 

Nilai 
Pelayanan 

Nilai Rata-
rata 

Unsur 
Pelayanan 

Nilai IKM 
Unsur 

Layanan 
(x 25) 

Keterangan 

1 Kesesuaian persyaratan 

pelayanan dengan jenis 

pelayanan 

250 3,12 90,01 Sangat Baik 

2 Kemudahan prosedur 

pelayanan 

292 3,17 79,17 Baik 

3 Kecepatan waktu dalam 

memberikan pelayanan 

249 3,17 90,78 Sangat Baik 

4 Kewajaran biaya / tarif 

dalam pelayanan 

394 3,65 91,2 Sangat Baik 

5 Kesesuaian produk 

pelayanan antara yang 

tercantum dalam standar 

pelayanan dengan hasil 

yang diberikan 

339 3,14 78,47 Baik 

6 Kompetensi/kemampuan 

petugas dalam pelayanan 

335 3,17 80,55 Baik 
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No Unsur Pelayanan 
Jumlah 

Nilai 
Pelayanan 

Nilai Rata-
rata 

Unsur 
Pelayanan 

Nilai IKM 
Unsur 

Layanan 
(x 25) 

Keterangan 

7 Perilaku petugas dalam 

pelayanan terkait 

kesopanan dan keramahan 

340 3,17 80,7 Baik 

8 Kualitas sarana dan 

prasarana 

341 3,16 78,94 Baik 

9 Penanganan pengaduan 

pengguna layanan 

397 3,68 93,9 Sangat Baik 

 

 

2. Sasaran Strategis: Peningkatan Effektifitas Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara. 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan effektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini, meliputi 4 (empat) indikator kinerja 

seperti pada tabel berikut: 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

2. Terwujudnya 
Peningkatan 
Effektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara. 

a.  Persentase 
Penyelesaian Minutasi 
perkara sesuai dengan 
jangka waktu yang 
ditentukan 

95% 100,00% 105,26% 

b.  Persentase Isi 
Putusan yang diterima 
oleh para pihak tepat 
waktu. 

90% 100,00% 111,11% 

c. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui Mediasi. 

10% 27,78% 277,80% 

d. Persentase Putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah di 
putus: 

100% 100% 100% 

 



LKjIP Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020                                                                           44 
 

a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka 

Waktu yang ditentukan 

Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang 

ditentukan, dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎
 𝑥 100% 

 

No. Jenis Perkara 

Jumlah 

Putusan 

Perkara  

Jumlah 

minutasi 

perkara  

% 

Penyelesaian 

Minutasi 

1 Pidana  385/30 385/30 100% 

2 Perdata 39/15 39/15 100% 

Jumlah 469 469 100% 

 

b. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu. 

Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛
 𝑥 100% 

No. Jenis Perkara 
Jumlah 

Putusan  

Jumlah 

Putusan Yg 

Diterima 

Tepat Waktu 

% Putusan 

Yang Diterima 

Para Pihak 

Tepat Waktu 

1 Pidana  385/30 385/30 100% 

2 Perdata 39/15 39/15 100% 

Jumlah 469 469 100% 

 

c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi. 

Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi, dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖
 𝑥 100% 
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No. 
Jenis Perkara 

Perdata 

Jumlah 

Perkara 

Mediasi  

Yg Berhasil 

Mediasi 

% Putusan 

Yang Diterima 

Para Pihak 

Tepat Waktu 

1 
Perdata Gugatan/ 

Sederhana  
15 15 100% 

2 
Perdata Gugatan 

Biasa 
39 0 0 

Jumlah 54 15 27,78% 

Penyelesaian perkara perdata melalui mediasi belum memenuhi target. 

Majelis Hakim telah berupaya untuk melakukan mediasi akan tetapi para 

pihak tetap bersikukuh untuk melanjutkan proses perkaranya dan keinginan 

untuk melanjutkan perkara tersebut adalah hak penuh dari para pihak. 

Adapun perkara perdata gugatan sederhana yang berhasil mediasi tetapi 

tidak ada penunjukan hakim mediatornya. 

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. 

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, dihitung dengan 

rumus: 

𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑢𝑝𝑙𝑜𝑎𝑑 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
 𝑥 100% 

No. Jenis Perkara 

Jumlah Putusan 

Yg Menarik 

Perhatian  

Jumlah 

Putusan Yg 

Menarik 

Perhatian 

dan Diupload 

1 Hari 

Setelah 

Putus 

% Berkas 

Lengkap & 

Diajukan Tepat 

Waktu 

1 Pidana  19 19 100,00% 

2 Perdata 1 1 100,00% 

Jumlah 20 20 100,00 % 
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Pencapaian target diatas disebabkan karena Pengadilan Negeri Donggala 

telah memiliki sarana dan prasarana IT yang sangat mendukung untuk 

publikasi putusan, seperti server dan jaringan internet. Selain itu didukung 

pula dengan Aplikasi SIPP dan fasilitas upload putusan, sehingga putusan 

dapat langsung diupload. 

 

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan. 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar akses 

masyarakat miskin atau terpinggirkan dalam berperkara di pengadilan. Sasaran 

strategis ini, meliputi 3 (tiga) indikator kinerja seperti pada tabel berikut: 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

3. Terwujudnya 
peningkatan akses 
peradilan bagi 
masyarakat  miskin 
dan terpinggirkan. 

a.  Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100% 0% 0% 

b. Persentase perkara 
yang dislesaikan di luar 
Gedung Pengadilan 

100% 0% 0% 

c. Persentase pencari 
keadilan Golongan 
Tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dihitung dengan rumus: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜
 𝑥 100% 

No. Jenis Perkara 

Jumlah 

Perkara 

Prodeo  

Jumlah 

Perkara 

Prodeo 

Yang 

Diselesaikan 

% Perkara 

Prodeo Yg 

Diselesaikan 

1 Perkara Prodeo  - - 0,00% 

     

Jumlah - - 0,00% 
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Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4 

disebutkan bahwa ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak 

mampu di Pengadilan salah satunya adalah Layanan Pembebasan Biaya 

Perkara, dimana seluruh biaya untuk pelaksanaannya di bebankan melalui 

anggaran Mahkamah Agung RI pada DIPA masing-masing Pengadilan. 

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Donggala tidak mendapatkan alokasi 

pembebasan biaya perkara (perkara prodeo). 

Di Pengadilan Negeri Donggala, setiap masyarakat yang akan mengajukan 

perkara prodeo selalu diterima sekalipun anggaran untuk perkara prodeo 

tidak tersedia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat tidak 

mampu untuk berperkara di Pengadilan Negeri Donggala. 

 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. 

Persentase perkara yang dislesaikan di luar Gedung Pengadilan, dihitung 

dengan rumus: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100%  

No. Uraian 

% Jumlah Perkara Yg 

seharusnya Diselesaikan 

Diluar Pengadilan 

1 
Jumlah Perkara Yg seharusnya 

Diselesaikan Diluar Pengadilan  
0,00% 

   

Jumlah 0,00 % 

Sidang keliling merupakan sidang di luar gedung pengadilan yang 

dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di 

suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat 

kedudukan gedung pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 14 disebutkan bahwa Pengadilan dapat 

melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk 

mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau 
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lokasi kantor Pengadilan karena hambatan  biaya atau hambatan fisik atau 

hambatan geografis. 

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Donggala tidak mendapat alokasi 

anggaran. 

c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum). 

Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum), dihitung dengan rumus: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑏𝑎𝑘𝑢𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
 𝑥 100% 

No. Uraian 

Jumlah 

Pencari 

Keadilan 

Gol. 

Tertentu  

Jumlah Pencari 

Keadilan Gol. 

Tertentu Yg 

Mendapat 

Layanan 

Posbakum 

% Pencari 

Keadilan Yg 

Dilayani Oleh 

Posbakum 

1 
Layanan 

Posbakum  
10 10 100,00% 

     

 Jumlah 10 10 100,00 % 

 

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari 

keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini 

masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi 

dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam 

proses penyelesaian perkara. 

Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Donggala mengacu pada 

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tanggal  9  Januari  

2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat 

Tidak  Mampu  di  Pengadilan  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  

Peradilan  Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tanggal 30 mei 

2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah agung R.I Nomor 
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1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Pengadilan. 

Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Donggala 

mendapat alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah 

keseluruhan anggaran Rp. 22.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 22.000.000,-.dimana realisasi penyerapan 100%. 

Semua masyarakat yang memerlukan bantuan Posbakum, Pengadilan Negeri 

Donggala selalu menfasilitasinya ke Posbakum, karena Pengadilan Negeri 

Donggala memiliki Posbakum setiap tahunnya.  

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan 

Pengadilan. 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan. Sasaran strategis ini, meliputi 1 (satu) indikator 

kinerja seperti pada tabel berikut: 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

4. Terwujudnya 
Peningkatan 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara yang ditindak 
lanjuti (di eksekusi) 

90% 100% 111,11% 

a. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 

Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi), dihitung 

dengan rumus: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 (𝑑𝑖𝑒𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑠𝑖)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝐵𝐻𝑇
 𝑥 100% 
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No. Uraian 

Jumlah 

Perkara Yg 

Sudah BHT 

dan ajukan 

permohonan 

eksekusi  

Jumlah Putusan 

Yg Dtindaklanjuti 

(dieksekusi)  

% Perkara 

Prodeo Yg 

Diselesaikan 

1 
Perkara 

Perdata  
1 1 100% 

     

Jumlah 1 1 100% 

 

5. Sasaran Strategis: Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel. 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar effektifitas, 

effisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sasaran strategis 

ini, meliputi 1 (satu) indikator kinerja seperti pada tabel berikut: 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

5. Terwujudnya 
pengelolaan 
anggaran yang 
efektif, efisien, 
transparan dan 
akuntabel. 

Persentase 
penyerapan 
anggaran  

  
    

- DIPA – 01 
95,00% 99,10% 104,32% 

- DIPA – 03 

        

 

a. Persentase penyerapan anggaran DIPA-01 & DIPA-03. 

Persentase penyerapan anggaran DIPA, dihitung dengan rumus: 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐷𝐼𝑃𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑢 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐷𝐼𝑃𝐴
 𝑥 100% 
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No. DIPA  
PAGU 

Anggaran (Rp)  

Realisasi 

Anggaran (Rp.)  

% Serapan 

Anggaran 

1 DIPA - 01  12.579.449.000 12.470.331.364        99,14% 

2 DIPA - 03 94.360.000 89.481.450        94,83% 

TOTAL 12.673.809.000 12.559.812.814 99,10% 

 

C. Realisasi Anggaran 

Dalam rangka pelaksanaan tugas teknis dan non teknis Pengadilan Negeri 

Donggala pada tahun 2020 didukung oleh  2 (dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan 

Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan nilai DIPA sampai dengan 

bulan Desember 2020 Rp. 12.192.748.000,- (dua belas miliar seratus sembilan 

puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan DIPA 03 (Dirjen 

Badan Peradilan Umum) dengan nilai DIPA sampai dengan bulan Desember 2020 

Rp 94.360.000,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). 

Rincian Anggaran dan Realisasi masing-masing DIPA tersebut sebagaimana 

berikut: 

• Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I) 

Untuk anggaran DIPA 01 terdiri dari 2 (dua) program yaitu : 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung yang terdiri dari 2 (dua) output yaitu Pembinaan 

administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi  Rp. 

4.670.734.000,- yang terdiri dari belanja Pegawai Sebesar Rp. 

3.588.066.000 dan Belanja operasional sebesar Rp. 1.009.228.000,- 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

yang terdiri dari output Layanan Sarana dan Prasarana Internal yaitu 

Pengadaan Peralatan dan mesin sebesar Rp. 561.000.000,- dan Belanja 

modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 7.347.715.000,- 

 

Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 

sebagaimana tabel berikut.  
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Perbandingan Pagu dan Realisasi DIPA 01 TA 2020 

No 
Jenis 

Belanja 

Pagu 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 
Anggaran 

(Rp) 

% 
Realisasi 
Anggaran 

Sisa 
Anggaran 

(Rp) 

1. Belanja 
Barang Non 
Operasional 

- - - - 

2. Belanja 
Pegawai 

3.588.066.000 3.500.320.576 97.59% 87.745.424 

3. Belanja 
Barang 
Operasional 

1.009.228.000 1.077.349.392 99.51% 5.318.608 

4. Belanja 
Modal 

7.908.715.000 7.982.661.396 99.80% 16.053.604 

Jumlah Belanja 12.579.449.000 12.470.331.364 99.14% 109.117.636 

 

Untuk rincian tiap-tiap kegiatan tersebit dapat diuraikan sebagaimana 

dibawah ini. 

a. Belanja Pegawai 

Besarnya Pagu Anggaran untuk belanja pegawai pada tahun anggaran 

2020 adalah Rp. 3.588.066.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh 

delapan juta enam puluh enam ribu rupiah) 

Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 

sebesar Rp. 3.500.320.576, (tiga miliar lima ratus juta tiga ratus dua puluh 

ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 97.59% dari pagu 

anggarannya. 

Sedangkan sisa anggaran belanja pegawai sampai dengan bulan 

Desember 2020 Rp. 87.745.424,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus 

empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah). 

Rincian pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran untuk belanja pegawai 

sebagaimana berikut: 
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Rincianian Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 

No. 
PENGADILAN 

NEGERI 
DONGGALA 

PAGU (Rp) 
REALISASI 

(Rp) 

% 
Realisasi 
Anggaran 

SISA 
(Rp) 

1. Bel. Gaji Pokok 
PNS 

1.302.000.000 1.293.649.700 99.36 8.360.300 

2. Bel.  
Pembulatan Gaji 
PNS 

26.000 21.871 84.12 4.129 

3. Bel. Tunj. 
Suami/Istri PNS 

93.500.000 91.266.780 97.63 2.213.220 

4. Bel. Tunj. Anak 
PNS 

28.500.000 26.306.140 92.30 2.193.860 

5. Bel. Tunj. 
Sruktural PNS 

28.140.000 28.140.000 100 0 

6. Bel. Tunj. 
Funfsioanal PNS 

1.471.000.000 1.460.520.000 99.29 10.480.000 

7. Bel. Tunj. PPh 
PNS 

150.000.000 148.508.365 99.01 1.491.635 

8. Bel. Tunj. Beras 
PNS 

68.000.000 66.336.720 97.55 1.663.280 

9. Bel. Uang 
Makan PNS 

245.000.000 222.846.000 90.96 22.154.000 

10. Bel. Tunj. Umum 
PNS 

7.500.000 6.105.000 81.40 1.395.000 

11. Bel. Tunj. Uang 
Lembur PNS 

- -   - 

12. Bel. Kemahalan 
Hakim 

194.400.000 156.600.000 80.56 37.800.000 

Jumlah Belanja 3.588.066.000 3.500.320.576 97.59 87.745.424 

 

b. Belanja Barang Operasional 

Besarnya Pagu Anggaran untuk belanja barang operasional pada tahun 

anggaran 2020 adalah Rp. 1.009.228.000,- (satu miliar sembilan juta dua 

ratus dua puluh delapan ribu rupiah) 

Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 

sebesar Rp. 1.007.349.392,- (satu miliar tujuh juta tiga ratus empat puluh 

sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 99.51% 

dari pagu anggarannya. 

Sedangkan sisa anggaran belanja barang operasional sampai dengan 

bulan Desember 2020 Rp. 5.318.608,- (lima juta tiga ratus delapan ribu 

enam ratus delapan rupiah). 

Pagu anggaran belanja operasional tidak dapat terealisasi secara 

maksimal, karena terdapat tambahan pagu belanja BUN yang tidak dapat 
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terealisasi secara keseluruhan dan pagu tersebut juga tidak dapat di 

revisi. 

Rincian pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran untuk belanja barang 

operasional sebagaimana berikut: 

 

Rincianian Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2020 

No Jenis Belanja 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 
Anggaran 

(Rp) 

% 
Realisasi 
Anggara

n 

Sisa 
Anggaran 

 
Belanja Barang 
Operasional 

 
   

1. 
Bel. Keperluan 
Perkantoran 

423.705.000 422.622.076 99.74 1.082.924 

2. 
Bel. Pengiriman 
Surat Dinas Pos 
Pusat 

4.400.000 4.232.450 96.19 167.550 

3. 
Bel. Honor 
Operasional 
Satker 

52.560.000 52.560.000 100% 0 

4. 
Bel. Barang 
Operasional 
Lainnya 

39.224.000 37.834.000 96.41 1.410.000 

5. 
Bel. Brg. 
Persediaan Brg. 
Konsumsi 

39.229.000 39.228.200 100 800 

6. 
Bel. Langganan 
Listrik 

123.200.000 122.651.333 99.55 548.667 

7. 
Bel. Langganan 
Telepon 

2.259.000 1.994.760 88.30 264.240 

8. Belanja Sewa 12.240.000 12.240.000 100 0 

9. 
Bel. Jasa 
Lainnya 

800.000 400.000 50 400.000 

10. 

Bel. 
Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan 

60.015.000 59.633.918 99.37 381.082 

11. 

Bel. 
Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan 
Lainnya 

92.124.000 92.022.496 99.89 101.502 

12. 

Bel. 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin 

173.872.000 173.365.007 99.71 506.993 

10. 
Belanja 
Perjalanan Biasa 

57.720.000 57.315.550 99.30 404.450 

Jumlah Belanja 1.082.668.000 1.077.349.392 99.51 5.318.608 
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c. Belanja Modal 

Besarnya Pagu Anggaran untuk belanja modal pada tahun anggaran 

2020 adalah Rp. 7.908.715.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan juta 

tujuh ratus lima belas ribu rupiah) berupa belanja modal peralatan dan 

mesin dan belanja modal gedung dan bangunan. 

Realisasi Anggaran belanja modal sampai dengan bulan Desember 2020 

adalah sebesar Rp. 7.892.661,396,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan 

puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh 

enam ribu rupiah) atau sebesar 99,80 % dari pagu anggarannya. 

Sedangkan sisa anggarannya sampai dengan bulan Desember 2020 Rp. 

16.053.604,- (enam belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus empat ribu 

rupiah). 

 

• Anggaran DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum) 

Anggaran DIPA 03 ini adalah anggaran yang digunakan untuk penyelesaian 

perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding 

yang tepat waktu. 

Besarnya jumlah anggaran DIPA 03 pada tahun anggaran 2020 adalah Rp. 

94.360.000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). 

Sedangkan realisasi anggarannya sampai dengan bulan Desember 2020 Rp. 

89.481.450,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu 

ribu empat ratuslima puluh ribu rupiah) atau sebesar 94.83% dari pagu 

anggarannya. 

Sisa anggarannya sampai dengan bulan desember 2020 adalah 

Rp.4.878.550,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus 

lima puluh ribu rupiah). 

Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 

sebagaimana tabel berikut.  
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Perbandingan Pagu dan Realisasi DIPA 03 TA 2020 

No Jenis Belanja 
Pagu 

Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
Anggaran 

(Rp) 

% 
Realisasi 
Anggara

n 

Sisa 
Anggaran 

1. 
Pos Bantuan 
Hukum 

22.000.000,- 22.000.000,- 100 0 

2. 

Perkara Pidana 
yang diselesaikan 
di Tk. Pertama di 
Wilayah Sulawesi 
Tengah 

72.360.000,- 67.481.450,- 93.26 4.878.550 

 Jumlah Belanja 94.360.000 89.481.450 94.83 4.878.550 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja dengan rincian capaian kinerja 

Pengadilan Negeri Donggala tahun 2020 ada sebagai berikut: 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a.  Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan: 

      

-  Pidana 100% 100% 100% 

-  Perdata 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu: 

      

-  Pidana 90% 100% 111,11% 

-  Perdata 90% 87,32% 97,02% 

c. Persentase Penurunan 
Sisa Perkara: 

      

-  Pidana 10% -10,00% -100,00% 

-  Perdata 15% 0% 0% 

d. Persentase perkara yang 
tidak mengajukan Upaya 
Hukum: 

      

• Banding 

• Kasasi 

• PK  

-  Pidana 80% 93,01% 116,26% 

-  Perdata 85% 95,45% 112,29% 

e. Persentase perkara 
pidana anak yang 
diselesaikan dengan 
Diversi. 

10% 0% 0% 

f. Index Responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan. 

85% 93,85% 110,41% 

2. Terwujudnya 
Peningkatan 
Effektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara. 

a.  Persentase 
Penyelesaian Minutasi 
perkara sesuai dengan 
jangka waktu yang 
ditentukan 

95% 100,00% 105,26% 

b.  Persentase Isi Putusan 
yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu. 

90% 100,00% 111,11% 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

c. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
Mediasi. 

10% 27,78% 277,80% 

d. Persentase Putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari 
setelah di putus: 

100% 100% 100% 

3. Terwujudnya 
peningkatan akses 
peradilan bagi 
masyarakat  miskin 
dan terpinggirkan. 

a.  Persentase perkara 
prodeo yang diselesaikan 

100% 0% 0% 

b. Persentase perkara yang 
dislesaikan di luar Gedung 
Pengadilan 

100% 0% 0% 

c. Persentase pencari 
keadilan Golongan Tertentu 
yang mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 

4. Terwujudnya 
Peningkatan 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara yang ditindak 
lanjuti (di eksekusi) 

90% 100% 111,11% 

5. Terwujudnya 
pengelolaan anggaran 
yang efektif, efisien, 
transparan dan 
akuntabel. 

Persentase penyerapan 
anggaran  

  
    

- DIPA – 01 
95,00% 99,10% 104,32% 

- DIPA – 03 

  

 

2. Dari tabel diatas sebagian besar sasaran strategis telah memenuhi target 

yang capaian target kinerjanya 100% atau lebih yang berindikasi bahwa 

kinerja Pengadilan Negeri Donggala telah sesuai dengan sasaran strategis 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri 

Donggala. Sasaran strategis yang telah terpenuhi akan terus dipertahankan 

bahkan akan lebih ditingkatkan.  

Selain itu terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target 

sesuai rencana yaitu pada indikator persentase penurunan sisa perkara, 

khususnya perkara pidana yang disebabkan karena beberapa perkara 

diterima oleh Pengadilan Negeri Donggala menjelang akhir tahun yang 

menyebabkan naiknya sisa perkara tahun 2020. 
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3. Realisasi anggaran DIPA Tahun 2020 yaitu sebesar 99,10%. 

4. Faktor utama yang menghambat kinerja di Pengadilan Negeri Donggala 

adalah: 

• Memiliki wilayah hukum yang sangat luas (9.471,1 km2) dan jarak 

tempuh terlama selama 12 jam dari Pengadilan Negeri Donggala 

sehingga menyulitkan dalam pelayanan peradilan. 

• Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020 sedang dalam tahap 

pembangunan renovasi dan perluasan gedung kantor sehingga 

sedikit mengganggu fasilitas pelayanan publik. 

• ASN yang bertugas di Pengadilan Negeri Donggala masih kurang. 

• Sarana dan prasarana pendukung masih sangat kurang, terutama 

untuk fasilitas layanan publik. 

• Kurangnya pelatihan-pelatihan yang di laksanakan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang yang berbasis Teknologi 

Informasi (TI). 

• Tegangan listrik yang tidak di normal di Wilayah Donggala dan 

seringnya pemadaman listrik dari PLN dan koneksi internet yang 

sering terganggu.  
 

B. Rekomendasi 

1. Berdasarkan hasil kajian kinerja, kami menyarankan kiranya Pemerintah 

mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasana di Pengadilan Negeri Donggala, agar kinerja yang 

dihasilkan lebih baik. Selain itu anggaran yang berkaitan dengan layanan 

publik agar diperhatikan agar Pengadilan Negeri Donggala dapat 

mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. 

2. Mahkamah Agung R.I menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan 

Negeri agar seluruh tupoksi dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS  TAHUN 2020 – 2024 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

 

No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Keterangan 

1. Mewujudkan 

proses 

peradilan yang 

pasti, 

transparan dan 

akuntabel. 

Persentase 

pencari 

keadilan yang 

puas terhadap 

proses dan 

layanan 

peradilan. 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

85% Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan 

dan 

Akuntabel 

a.  Persentase 

sisa perkara 

yang 

diselesaikan: 

          Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

di tingkat 

pertama yang 

tepat waktu 

Persentase 

Perkara Yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

97%   

•  Pidana 100% 100% 100% 100% 100% 

•  Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 

b.  Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu: 

          

•  Pidana 90% 90% 95% 95% 97% 

•  Perdata 90% 92,50

% 

92,50

% 

95% 95% 

c.  Persentase 

penurunan sisa 

perkara: 

          

•  Pidana 10% 10% 15% 15% 20% 

•  Perdata 15% 15% 20% 20% 25% 



No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Keterangan 

d.  Persentase 

perkara yang 

tidak 

mengajukan 

Upaya Hukum: 

          

·    Banding 

·    Kasasi 

·    PK 

•  Pidana 80% 85% 85% 90% 90% 

•  Perdata 85% 85% 90% 90% 90% 

e.  Persentase 

perkara pidana 

anak yang 

diselesaikan 

dengan Diversi 

10% 10% 15% 15% 20% 

f.   Index 

Responden 

pencari 

keadilan yang 

puas terhadap 

layanan 

peradilan 

85% 85% 85% 90% 90% 



No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Keterangan 

2. Meningkatkan 

Effektifitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

90% Terwujudnya 

Peningkatan 

Effektifitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a.  Persentase 

Penyelesaian 

Minutasi 

perkara sesuai 

dengan jangka 

waktu yang 

ditentukan 

95% 95% 100% 100% 100% Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

di tingkat 

pertama yang 

tepat waktu 

Persentase 

Perkara Yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

97%   

b.  Persentase 

Isi Putusan 

yang diterima 

oleh para pihak 

tepat waktu . 

90% 90% 95% 95% 100% 

c.  Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui Mediasi 

10% 10% 10% 15% 15% 

          d. Persentase 

putusan 

perkara yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

yang dapat 

diakses secara 

online dalam 

waktu 1 hari 

setelah diputus 

100% 100% 100% 100% 100%           



No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Keterangan 

3. Meningkatnya 

Akses Peradilan 

Bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase 

pencari 

keadilan 

golongan 

tertentu yang 

mendapat 

layanan 

Posbakum 

100% Terwujudnya 

peningkatan 

akses 

peradilan bagi 

masyarakat  

miskin dan 

terpinggirkan 

a.  Persentase 

perkara prodeo 

yang 

diselesaikan  

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum Yang 

Diselesaikan 

Melalui 

Pembebasan 

Biaya 

Perkara 

Persentase 

perkara Prodeo 

Yg Diselesaikan 

100% - 

b.  Persentase 

perkara yang 

dislesaikan di 

luar Gedung 

Pengadilan 

100% 100% 100% 100% 100%   Persentase 

Perkara yg 

diselesaikan di 

luar gedung 

pengadilan 

100% - 

c.  Persentase 

pencari 

keadilan 

Golongan 

Tertentu yang 

mendapat 

layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% Pos Bantuan 

Hukum 

Persentase 

pencari 

keadilan Gol. 

Tertentu yg 

mendapat 

layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

100%   

4. Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase 

putusan 

perkara yang 

ditindak lanjuti 

(di eksekusi) 

87,50%  Terwujudnya 

Peningkatan 

Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase 

putusan 

perkara yang 

ditindak lanjuti 

(di eksekusi) 

90% 90% 95% 95% 95% Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Persentase 

perkara Perdata 

yang di 

eksekusi 

85%   

5. Meningkatnya 

pengelolaan 

anggaran yang 

97% Terwujudnya 

pengelolaan 

anggaran 

Persentase 

penyerapan 

95% 95% 97% 97% 97% 1. Prog 

Peningkatan 

Manajemen 

  Persentase 

penyerapan 

95%   



No 

Tujuan 

Target 

Sasaran Target Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target Keterangan 

efektif, efisien, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase 

penyerapan 

anggaran DIPA 

yang efektif, 

efisien, 

transparan 

dan 

akuntabel 

anggaran DIPA 

01 & 03 

Peradilan 

Umum; 

anggaran DIPA 

01 & 03 

2. Prog Duk 

Manjmen & 

Pelak. Tugas 

Teknis Lainnya 

MA; 

3. Prog 

Peningkatan 

Sarana & 

Prasarana 

Aparatur MA 



 

 

  



 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

NOMOR: W21-U5/76/KP.04.5/12/2020 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA TAHUN 2020 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah 
Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 
November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP; 

b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020 
perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP); 

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat 
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Donggala ini, dipandang 
cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim 
Penyusunan Laporan tersebut. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum. 

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung. 

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

7. Peratusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 
dan Kesekretariatan Peradilan. 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 



9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

10. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan 
Negeri Donggala. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN 
NEGERI DONGGALA TAHUN 2020 

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Donggala 
tahun 2020; 

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan 
Negeri Donggala. 

Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Donggala kembali pada 
unit kerja masing-masing 

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan 
pada DIPA Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2020. 

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di : Donggala 
Pada Tanggal : 30 Desember 2020 

Ketua 

 
 

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 

NIP. 19761106 200212 1 002 

  



 
 

Lampiran: 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Donggala 

Nomor  : W21-U5/76/KP.04.5/12/2020 

Tanggal : 30 Desember 2020 

Tentang  : Pembentukan Tim Penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Pengadilan Negeri Donggala 

Tahun 2020 

 
 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
PENGADILAN NEGERI DONGGALA TAHUN 2020 

 
Pelindung/Penasehat : Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. 

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. 

Penanggung Jawab : 1. Johasang, S.H. 

2. Nurhadiyanto, S.T. 

Koordinator : 1. Abdulah Junaedi, S.H. 

2. Muhammad Taslim Thahir, S.H. 

3. Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H. 

4. Elfrida Shinta Uli, S.H. 

5. Rahmah, S.Kom. 

6. Muntari Tri Ristijayanti, S.E. 

Anggota : 1. M Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. 

2. Meily, S.E., S.H., M.H. 

3. Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H. 

4. Ryan Rudini, A.Md. 

 

 

 
Ditetapkan di : Donggala 
Pada Tanggal : 30 Desember 2020 

Ketua 

 
 

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 

NIP. 19761106 200212 1 002 



 

 

  



 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

NOMOR: W21-U5/77/KP.04.5/12/2020 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi 
Pemerintah; 

b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan 
Negeri Donggala perlu menetapkan Review Indikator Kinerja 
Utama (IKU). 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung. 

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. 

 



Memperhatikan       : Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) 
disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) 
Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI 
DONGGALA 

Pertama : Review Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam 
lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan 
oleh Pengadilan Negeri Donggala, untuk menetapkan rencana 
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, 
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja 
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 
dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Donggala Tahun 
2020-2024. 

Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan  Evaluasi  terhadap  pencapaian 
kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan 
kepada Pengadilan Tingkat Banding. 

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan 
keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan 
Pengawasan diberikan tugas untuk: 

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja 
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan 
dalam laporan kinerja. 

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan 
melaporkan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri 
Donggala. 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  ditetapkan,  dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di : Donggala 
Pada Tanggal : 30 Desember 2020 

Ketua 

 
 
 

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 

NIP. 19761106 200212 1 002 

  



 
 

Lampiran: 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Donggala 

Nomor  : W21-U5/77/KP.04.5/12/2020 

Tanggal : 30 Desember 2020 

Tentang  : Pembentukan Tim Penyusunan 

Review Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Pengadilan Negeri Donggala 

 
TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA TAHUN 2020 
 

Pelindung/Penasehat : Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. 

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. 

Ketua : Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H. 

Sekretaris : 1. Johasang, S.H. 

2. Nurhadiyanto, S.T. 

3. Elfrida Shinta Uli, S.H. 

Anggota : 1. Muhammad Taslim Thahir, S.H. 

2. Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H. 

3. Abdulah Junaedi, S.H. 

4. Rahmah, S.Kom. 

5. Muntari Tri Ristijayanti, S.E. 

 

 

 
Ditetapkan di : Donggala 
Pada Tanggal : 30 Desember 2020 

Ketua 

 
 
 

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 

NIP. 19761106 200212 1 002 

 



 

  



 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

NOMOR: W21-U5/78/KP.04.5/12/2020 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

 

Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 

b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan 
Negeri Donggala perlu meninjau Kembali atau mereview 
untuk menyepurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung. 

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Tinggi 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) 



10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. 

11. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan       : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 
TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA 
UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

Pertama : Bahwa Pengadilan Negeri Donggala menetapkan Indikator 
Kinerja Utama berdasarkan: 
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator 
Kinerja Utama Mahkamah Agung RI 

2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 
1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 
perihal Penyampaian Dokumen SAKIP 

 
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 
Ditetapkan di : Donggala 
Pada Tanggal : 30 Desember 2020 

Ketua 

 
 

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 

NIP. 19761106 200212 1 002 



 

Lampiran: 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Donggala 

Nomor  : W21-U5/78/KP.04.5/12/2020 

Tanggal : 30 Desember 2020 

Tentang  : Pembentukan Tim Penyusun Review 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pengadilan Negeri Donggala 

 

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
PENGADILAN NEGERI DONGGALA TAHUN 2020 

 
Pembina : Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. (Ketua) 

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. 

Ketua : Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H. 

Sekretaris : 1. Johasang, S.H. 

2. Nurhadiyanto, S.T. 

3. Elfrida Shinta Uli, S.H. 

Anggota : 1. Muhammad Taslim Thahir, S.H. 

2. Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H. 

3. Abdulah Junaedi, S.H. 

4. Rahmah, S.Kom. 

5. Muntari Tri Ristijayanti, S.E. 

 

 

 
Ditetapkan di : Donggala 
Pada Tanggal : 30 Desember 2020 

Ketua 

 
 

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 

NIP. 19761106 200212 1 002 
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UNDANGAN RAPAT KERJA PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2020 

 

Donggala, 30 Desember   2020 

Nomor      20…. 

Lampiran 

Hal    

: 

: 

: 

W.21.U5/        /PL.09/XII/2020 

- 

Undangan Rapat  Kerja Penyusunan LKJIP Tahun 2020 

 

KepadaYth. 

1. Ibu WKPN Donggala,Panitera & Sekretaris PN Donggala 

2. Para Hakim PN Donggala 

3. Pejabat Struktural & Pejabat Fungsional PN Donggala 

 
Dengan Hormat, 

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat sebagaimana 

dimaksud,  yang akan diselenggarakan pada : 

Hari         : Kamis 

Tanggal  :  31 Desember  2020 

Pukul      : 10.00 Wita  sampai selesai 

Tempat  :  Ruang Sidang   PN. Donggala 

 

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan 

agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat  waktu. 

atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih 

 

 

 
 
 
 
 

Ketua Pengadilan Negeri Donggala 
 
 
 
 
 

Lalu Moh. Sandi Iramaya, SH 
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                                                                  Ketua Pengadilan Negeri Donggala 
 
 
 
 
 

                                                                                   Lalu Moh. Sandi Iramaya, SH 
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FOTO RAPAT PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2020 
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NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2020 

Hari /Tanggal  : Kamis 31 Januari 2020 

Waktu Pelaksanaan :  10.00 WITA sampai selesai 

Tempat Pelaksanaan :   Ruang Sidang PN Donggala 

Pemimpin Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Donggala 

Peserta  :  Ibu WKPN Donggala,Panitera & Sekretaris PN Donggala, Para 

Hakim  PN Donggala,Pejabat Struktural & Pejabat Fungsional 

PN Donggala.  

Agenda  : 1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 

    2. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 -2024 

    3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020,2021 & 

2022 

    4. Dokumen Perjanjian Kinerka (PK) Tahun 2021 

    5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 

 

RINGKASAN ACARA 

 

Adapun Acara Rapat Kerja Tim Penyusuna LJKIP Tahun 2020 Sebagai Berikut : 

A. PEMBUKAAN  

Rapat Dimulai Dengan Acara Pembukaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala 

B. SAMBUTAN /PENGARAHAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

Sambutan/penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Donggala antara lain berisi: 

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di mana,system ini 

merupakan integrasi dari system perencanaan,system penganggaran dan 

system pelaporan Kinerja yang selaras dengan system akuntabilitas keuangan. 

Dalam Hal ini setiap organisasi diwajibkan melaporkan dan mencatat setiap 

pengeluaran keuangan Negara serta kesesuainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Laporan SAKIP terdiri atas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, 

Pelaporan,Evaluasi dan Capaian Kinerja. 

b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 adalah wujud 

pertanggung Jawaban Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga 

pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan 

yang membandingkan perencanaan dan Hasil. 
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C. LAPORAN TIM PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2020: 

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 

2. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 -2024 

3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020,2021 & 2022 

4. Dokumen Perjanjian Kinerka (PK) Tahun 2021 

5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 

 

D. PEMBAHASAN RAPAT 

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Data yang masih tetap disesuaikan dengan data di Tahun 2020 dan ditanda 

tangani olehn Ketua Pengadilan Negeri Donggala 

2. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 

Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 dilakukan revisi dan di tanda 

tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala 

3. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  

 

No 

Sasaran 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target 

1 Bidang 

Kepaniteraan 

Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a.  Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan: 

  

·  Pidana 100% 

·  Perdata 100% 

b.  Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu: 

  

·  Pidana 90% 

·  Perdata 90% 

c.  Persentase penurunan 

sisa perkara: 

  

·  Pidana 10% 

·  Perdata 15% 

d.  Persentase perkara yang 

tidak mengajukan Upaya 

Hukum: 

  

·    Banding 

·    Kasasi 

·    PK 
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No 

Sasaran 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target 

·  Pidana 80% 

·  Perdata 85% 

e.  Persentase perkara 

pidana anak yang 

diselesaikan dengan Diversi 

10% 

f.   Index Responden pencari 

keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

85% 

Terwujudnya 

Peningkatan 

Effektifitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a.  Persentase Penyelesaian 

Minutasi perkara sesuai 

dengan jangka waktu yang 

ditentukan 

95% 

b.  Persentase Isi Putusan 

yang diterima oleh para pihak 

tepat waktu . 

90% 

c.  Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui Mediasi 

10% 

d. Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah 

diputus 

100% 

Terwujudnya 

peningkatan akses 

peradilan bagi 

masyarakat  

miskin dan 

terpinggirkan 

a.  Persentase perkara 

prodeo yang diselesaikan  

100% 

b.  Persentase perkara yang 

dislesaikan di luar Gedung 

Pengadilan 

100% 

c.  Persentase pencari 

keadilan Golongan Tertentu 

yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum) 

100% 

 Terwujudnya 

Peningkatan 

Kepatuhan 

Terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase putusan perkara 

yang ditindak lanjuti (di 

eksekusi) 

90% 
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No 

Sasaran 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target 

2 Bidang 

Kesekretariatan 

Terwujudnya 

pengelolaan 

anggaran yang 

efektif, efisien, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase penyerapan 

anggaran DIPA 01 & 03 

95% 

 

4. Dokumen Perjanjian Kinerka (PK) Tahun 2021 

Penyusunan Perjanjian Kinerja TAHUN 2021 sudah di buat oleh seluruh 

Pegawai Pengadilan Negeri Donggala. 

5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 

Memerintahkan kepada seluruh bagian Kepaniteraan,Sub Bagian Umum dan 

keuangan menyerahkan data dukung dan diserahkan Ke Sub . Bagian 

Perencanaan Tehnologi Informasi dan Pelaporan; 

 

 

 

Mengetahui 

Ketua Pengadilan Negeri Donggala 

 

 

 

 

Lalu Moh. Sandi Iramaya, SH 

NIP. 19761106 2002121 002 

  

Notulen 

 

 

 

 

Elfrida Shinta Uli, SH 

NIP. 19820419 200805 2 001 
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